LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2001 NOMOR 71

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat Desa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 199¢
tentang Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Organisasidan
Tata Kerja Pemerintah Desa ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa periu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;



Mengingat

. Undang-undang Nomor' 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan LembaranNegara Nomor 3839 ) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebaga._
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republiik .indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

. Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 44 Tahun 1999

tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ,

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999

tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
Presiden dan para Menteri ;

c. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah ;

d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah ;

e. Bupati adalah Bupati Pati ,

f Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang
memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan,
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;

g. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki



kewenangan untuk mengatur - dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten ;

. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat
dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungs
mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyeleng-
garaan Pemerintahan Desa ;

. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan

Pemerintah Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama
Badan Perwakilan Desa ;

Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab
kepada Kepala Desa ;

. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desayang merupakan

lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada

Daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan
tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelak-
sanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskan.
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(2)
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BAB Il
KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI
PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah unsur eksekutif dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Pemerintan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang
bertanggungjawab  kepada rakyat melalui BPD dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugaskepada Bupati dengan
tembusan kepada Camat.

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang mencakup :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
Desa ;

b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan
Pemerintah ;

c. tugas pembantuari dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
atau Pemerintah Kabupaten.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan atau

Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 4

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3
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